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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang  

Negara mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat guna 

menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Hal ini mencakup 

berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan 

keamanan. Dalam memenuhi kewajiban ini, Negara harus memastikan 

bahwa semua warga negara menikmati hak-hak dasar, termasuk 

perlindungan hak asasi manusia. Peran negara sebagai otoritas pengatur 

sangat penting guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan 

berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Olehnya, negara perlu 

mengembangkan kebijakan yang mengatasi semua permasalahan, termasuk 

salah satu isu masalah yang sering terjadi yaitu  pernikahan anak dibawah 

umur. 

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang 

besar karena menyebabkan peningkatan angka kematian ibu. Demikian 

pula, pernikahan di bawah umur berkorelasi positif dengan kehamilan yang 

tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, 

tingginya angka perceraian, dan tingginya angka pengangguran. Pernikahan 

di bawah umur dapat membawa dampak negatif. Sebab perkawinan yang 

baik tidak bisa diserahkan kepada orang yang belum matang secara jasmani 
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dan rohani. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan umur anak yang 

akan melakukan pernikahan (Norma, dkk, 2024:215) 

Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis. Sebab 

pernikahan mempunyai tujuan  untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 

cinta, sehingga memungkinkan manusia  merasakan kedamaian dalam 

kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, baik perempuan 

maupun laki-laki perlu mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani 

sebelum menikah. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di 

Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami  

pentingnya orang dewasa dalam pernikahan, sehingga menyebabkan 

banyak perceraian dan kematian  ibu dan anak. Hal ini dikarenakan usia ibu 

yang masih terlalu muda dan kurangnya kekuatan fisik dan mental. Ini dapat 

menyebabkan kecemasan pada bayi yang belum lahir. Pernikahan di bawah 

umur merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan tersebar luas dimana-mana, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan. Sebagian masyarakat  masih belum memahami apa yang 

dimaksud dengan nikah di bawah umur dan menganggap bahwa nikah di 

bawah umur adalah hal yang lumrah (Aslamiah,2023) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan usia minimal 

menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.  Hal 

ini  membuka peluang besar terjadinya pernikahan di bawah umur di 

Indonesia. Pada  September 2019, DPR melakukan perubahan UU 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 
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Tentang Perkawinan, untuk memperjelas ketentuan mengenai usia minimal 

menikah. Batasan usia umum bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, 

sehingga hasilnya sangat positif.  Mulai saat ini, usia minimal menikah bagi 

perempuan adalah 19 tahun. Syarat umur ini dianggap sudah cukup matang  

jasmani dan rohani untuk menikah dan mencapai tujuan perkawinan yang 

baik tanpa berbuat salah atau bercerai. 

Tujuan dikeluarkannya UU Perkawinan tersebut ialah untuk 

mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Karena anak yang menikah 

terlalu dini sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati masa 

kanak-kanak mereka secara penuh, seperti hak atas pendidikan dan bermain. 

UU Perkawinan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik agar 

mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak sebelum memasuki 

kehidupan pernikahan. Selain itu, UU ini juga diharapkan dapat mengurangi 

angka perceraian karena pernikahan di usia muda seringkali diiringi dengan 

ketiaksiapan emosional yang tinggi yang dapat meningkatkan resiko 

perceraian.  

Namun pada kenyataannya, Indonesia masih menjadi negara yang  

banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2023, 6,92% perempuan usia 20-24 tahun menikah 

sebelum usia 18 tahun. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki angka 

pernikahan dini yang tinggi sehingga menjadikannya salah satu dari 10 

negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Permasalahan 

perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor pendorong seperti 
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kemiskinan, letak geografis, kurangnya akses terhadap layanan dan 

informasi kesehatan reproduksi, serta optimalnya kebijakan dan peraturan 

yang mempengaruhi kekurangan tersebut. Hal ini akan membantu 

mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia. 

Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria 

maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu 

mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia 

seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 

tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang 

pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga 

bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah 

tertentu. (Fadilah, 2021). 

 Berdasarkan data Kemetrian Agama Sulawesi Barat pada tahun 

2021, terdapat 314 kasus pernikahan dibawah umur , tahun 2022 sebanyak 

264 kasus, kemudian tahun 2023 turun menjadi 145 kasus. Di Kabupaten 

Majene pada tahun 2019 terdapat 28 kasus, 2020 sebanyak 73 kasus, 2021 

sebanyak 50 kasus, 2022 sebanyak 34 kasus, 2023 sebanyak 12 kasus, dan 

2024 sebanyak 10 kasus. Dari data ini menunjukkan bahwa empat teahun 

terakhir terjadi penurunan pernikahan dibawah umur. Tetapi fenomena 

pernikahan dibawah umur dikabupaten Majene  masih menjadi fenomena 

yang memprihatikan karena Kabupaten Majene menjadi Kabupaten  dengan 
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angka pernikahan tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Pernikahan dibawah umur ini juga sudah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan 

memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal. Pembatasan usia 

pernikahan ini diatur dalam pasal 18a yang berbunyi “pembatasan usia 

perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas)tahun.” Peraturan ini 

menetapkan bahwa usia minimal untuk perkawinan harus sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni 19 tahun bagi laki-

laki maupun perempuan, guna mencegah perkawinan anak yang berdampak 

negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan anak. Selain 

itu peraturan ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya 

perlindungan anak dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan 

lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh 

dengan baik.  

Jika dilihat dari data yang peneliti temukan, terjadi penurunan angka 

pernikahan dibawah umur di Kabupaten Majene ini disebabkan oleh adanya 

peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Majene 

tentang Kabupaten Layak Anak yang dimana dalam aturan tersebut diatur 

tentang batas usia minimal menikah. Namun yang berkembang pada Adat 

istiadat di masyarakat Majene adalah seorang yang belum dewasa menikah 

secara agama jika diperlukan, untuk menghindari zina dan aib bagi 
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keluarganya.  Faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Majene adalah: 1) Keluarga yang berada dalam kemiskinan dan 

keadaan ekonomi yang sulit seringkali menikahkan anaknya untuk 

meringankan beban keuangannya. 2) Pergaulan bebas, Jika anak melakukan 

pergaulan bebas tanpa memahami sepenuhnya risiko hubungan seksual, 

maka mereka berisiko hamil di luar nikah dan dipaksa menikah. 3) Banyak 

anak putus sekolah dan memilih atau terpaksa menikah di usia muda karena 

rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan, atau 

rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 4) Kurangnya 

Penegakan Hukum, Meskipun ada undang-undang yang membatasi usia 

minimum untuk menikah, penegakan hukum seringkali lemah atau tidak 

konsisten, sehingga mengakibatkan pernikahan dini. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul  “Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan dibawah Umur 

di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten  Majene” 

1.2 Rumusan Masalah      

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene 

Nomor 5 Tahum 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya 

menekan angka pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahum 2021 Tentang 
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Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan 

dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang 

Kabupaten Majene? 

  1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majene Nomor 5 Tahum 2021 Tentang Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Majene dalam upaya menekan angka pernikahan 

di bawah umur di Desa Bonde Utara 

2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahum 

2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka 

pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan 

Pamboang Kabupaten Majene  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian berpotensi meningkatkan pengetahuan  

masyarakat mengenai dampak kebijakan publik terhadap  

perilaku sosial, khususnya pernikahan di bawah umur. 
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 Selain itu, Peraturan ini memberikan model atau kerangka 

kerja bagi otoritas yang berwenang untuk menganalisis 

fungsi Peraturan ini  dan menjadi bahan evaluasi di masa 

mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis dan 

membantu penelitian selanjutnya yang mengkaji ketentuan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Guna memberikan bahan perbandingan terhadap kajian penelitian 

yang penulis bahas dengan peneliti sebelumnya, maka penulis mengulas 

beberapa skripsi yang telah mempertimbangkan jenis permasalahan yang 

sama. Di bawah ini adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

dengan pembahasan yang sedang dibahas. 

Skripsi Agum Abimanyu (2023) Universitas Islam Indonesia dengan 

judul “ Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa 

Klakah, Kecamatan Selo.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan sosiologi sejarah dengan menggunakan 

sampel purposive. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab 

terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Klakah adalah dorongan 

orang tua dan lingkungan  pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya 

kehamilan di luar nikah. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Desa 

Klakah dalam penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019. 

Perbedaan skripsi ini dengan skirpsi penulis adalah skripsi ini 

menggunakan metode penelitian dengan pendekatan sosiologis historis 

menggunakan purposive sampling sedangkan penulis menggunakan 

pendekatan hukum kualitiatif dengan pendekataan sosiologis. Selain itu 

objek yang digunakan dalam skripsi ini juga berbeda dengan objek yang 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dan situasi yang ditemukan di Desa Bonde Utara, 

Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa 

meskipun dari data terlihat ada penurunan angka pernikahan di bawah umur, 

kondisi di lapangan, khususnya di Desa ini, menunjukkan gambaran yang 

berbeda. Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun masih sering terjadi di 

Desa Bonde Utara. Masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur tanpa 

mengetahui atau melibatkan instansi terkait. Ini menunjukkan bahwa 

pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dan belum ada 

penurunan yang signifikan di tingkat lokal. Faktor-faktor yang 

menyebabkan angka pernikahan di bawah umur di desa ini berkaitan erat 

dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, pikiran 

tradisional yang kuat, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk 

yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur. 

5.2 Saran 

Untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur, diperlukan 

peningkatan penerapan hukum dan pengawasan terhadap praktik 

pernikahan di bawah umur. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan 

kerja sama antar sektor dan memperkuat berbagai program yang berbasis 

komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga. 
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Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin di setiap 

desa agar masalah yang terjadi bisa segera ditangani. 
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